BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Akibat hukum tindak pidana suap menurut Undang-Undang nomor 7
tahun 2017 tentang pemilu, bagi PPS dan PPLN yang melakukan suap
sebagaimana ketentuan Pasal 203 ayat (1) disebut dalam Pasal 489
dengan hukuman penjara paling lama 6 bulan dan denda Rp
6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan bagi kepala desa yang yang
melakukan suap disebutkan dalam Pasal 490 dengan hukuman penjara
paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah)

Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu yang diberikan
pemerintah kepada terpidana termasuk hak jabatan dan politik,
perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak yang diperoleh
dari pidananya.

Didalam Islam hukuman bagi pelaku suap/risywah suap adalah fa zir
yaitu hukuman stimpal menurut Ijtihat hakim. Dari yang terberat
hukuman dera atau cambuk, penjara dan kurungan hingga mati hingga

yang ringan hukuman penjara, dinasehati, dipecat dari jabatannya.



3. Persamaannya dalam Undang-Undang maupun hukum Islam terletak
pada asas legalitas yang artinya tidak ada pelanggaran atau hukuman
sebelum Undang-Undang mengaturnya. Sedangkan perbedaannya dalam
hukum Islam terdapat istilah afwa atau pemaafan sedangkan dalam
hukum postif tidak dikenal, kemudian dalam hukum Islam lebih tegas
dibandingkan hukum positif, dan dalam hukum Islam penjatuhan pidana
adalah bentuk ketaatan kepada sang khaliknya sedang dalam hukum
positif hanya semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

B. SARAN

1. Dengan hasil penelitian ini maka dihimbaukan kepada semua pihak
yang terkait yakni pejabat Negara, calon pejabat Negara dan
lembaga instansi Negara agar menjauhi perkara suap dalam
menyeselasikan perkara atau demi melangsungkan agar tercapainya
suatu keinginan demi mendapatkan jabatan, dengan ini tidak
meganggap sepeleh hal tersebut. Selain mendapatkan sanski didunia
sesuai ketentuan hukum yang berlaku, juga perbuatan sangat
dilarang oleh agama sebagaimana dijelaskan Al-Qur’an Hadits, para
ulama karenah perbuatan ini bisa mempersekutukan Allah sebagai
penolong.

2. Dalam hal ini juga peneliti memberikan saran terhadap yang
berwenang dalam mengeluarkan aturan agar kiranya melakukan
pengeloaan dulu sebelum memberlakukan aturan, dan benar-benar
mempertimbangan aturan tersebut agar menjadi ketentuan yang

memberikan efek jera terhdap tindak pidana suap, dan ketentuan



yang berlaku atas hukuman pidana suap saat ini sangatlah tidak
sesuai dan terlalu rendah dan wajar jika perkara suap menyuap

masih sering kali terjadi.
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